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Abstract

The purpose of he did this study is to find how arrangement the government in terms of
implement land availability for the public interest in accordance with the act no 2 2012 and how
the right of people who lands are affected by land availability for the public interest. This study
using research yudiris normative and it can be concluded: 1 . 2 year law no. 2012 have binding
legal force .But in practice there are still weakly , among other: too wide a public interest , a
form of compensation to the owners of the land done by the government .2 .Regulation which
control land availability for common interests does not guarantee the land rights have a better
life from a year earlier .This is the result of compensation only take into account the physical
loss is: land , building , and crop is up here .Non physical loss related to sociological ,
psychological , aksebilitas may not be regulated by the law.
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Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemerintah dalam hal
penerapan ketersediaan lahan untuk kepentingan publik sesuai dengan UU No. 2 2012 dan
bagaimana hak masyarakat yang dipengaruhi oleh ketersediaan lahan untuk kepentingan publik.
Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. 2 tahun UU
No. 2012 memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun dalam praktiknya masih ada yang
lemah, antara lain: kepentingan publik terlalu luas, suatu bentuk kompensasi kepada pemilik
tanah yang dilakukan oleh pemerintah. 2. Peraturan yang mengatur ketersediaan lahan untuk
kepentingan bersama tidak menjamin hak atas tanah memiliki kehidupan yang lebih baik dari
tahun sebelumnya. Ini adalah hasil kompensasi hanya memperhitungkan kerugian fisik adalah:
tanah, bangunan, dan tanaman di sini. Kerugian non fisik terkait sosiologis, psikologis,
aksesibilitas mungkin tidak diatur oleh hukum.

Katakunci: Pengadaan Tanah, kompensasi, kepentingan umum.

I. PENDAHULUAN diatasnya, dengan pembatasan dalam pasal 4,
anah adalah permukaan bumi, yang  vyaitu sekedar diperlukan untuk kepentingan
dalam penggunaannya meliputi juga  yang langsung berhubungan dengan penggu-
sebagian tubuh bumi yang ada naan tanah yang bersangkutan, dalam batas-

dibawahnya dan sebagian dari ruang yang ada
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batas menurut UUPA dan peraturan-peratu-
ran lain yang lebih tinggi.

Tanah merupakan faktor utama pendu-
kung kehidupan dan kesejahteraan bagi m
asyarakat, sehingga konsep hak kepemilikan
menentukan susunan kehidupan dalam suatu
negara. Pengertian tanah dalam penjelasan
Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No 5 Tahun
1960 adalah permukaan bumi, berarti hak
atas tanah adalah hak yang dapat dibebankan
diatas permukaan bumi. Dalam hubungan
manusia atau badan hukum dengan tanah
memunculkan hak privat bagi manusia atau
badan hukum itu sendiri dan tercakup dalam
lingkup hukum keperdataan.

Fungsi tanah tidak hanya berbatas pada
sarana produksi sosial, politik, budaya, tertapi
juga menyangkut nilai dan bermakna religius.
Dalam pelaksanaan pembangunan sering me-
lupakan tujuan kesejahteraan dan kepentingan
masyarakat, seperti kebijakan pembangunan di
bidang pertanahan pada masa orde baru,
sering menyampingkan hak-hak rakyat yang
dikendalikan dengan memfasilitasi kepenti-
ngan badan usaha skala besar. Tanah sebagai
unsur ruang yang strategis merupakan kebutu-
han pokok yang menyangkut hajat hidup
orang banyak dan menjadi wahana kegiatan

manusia, oleh karena itu tanah mempunyai

sifat yang multi-dimensi, yaitu fisik, ekonomi,
sosial budaya dan pertanahan keamanan.

Dengan demikian, tanah mempunyai
peran yang sangat strategis, sehingga pengelo-
laannya harus dapat menjamin terselenggar
anya pembangunan yang berkesinambungan
guna mencapai cita-cita nasional “tanah untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” seba-
gaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar 1945. Masalah pertanahan disebabkan
oleh kebutuhan akan tanah yang terus me-
ningkat, sedangkan luas tanah yang tersedia
relatif terbatas dan sebagian besar telah
dikuasai dan dimiliki oleh berbagai bentuk
hubungan hukum. Tanah yang dibutuhkan
dalam pembangunan kini pada umumnya telah
dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat, sehing-
ga pada kenyataannya tidak ada tanah yang
sama sekali bebas dari penguasaan masya-
rakat, badan hukum maupun Instansi Peme-
rintah.

Pihak yang memerlukan atau menggu
nakan tanah dalam prakteknya harus terlebih
dahulu menguasai hak atas tanah tersebut
sebelumnya. Bahkan Negara atau Pemerintah
apabila akan membangun untuk kepentingan
umum diatas Tanah Negara sekalipun dalam
prakteknya harus terlebih dahulu menguasai
tanah tersebut dengan cara membebaskan dari
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penggarap atau yang menguasainya, karena
itu kebijakan pertanahan dalam pemanfaatan
atau penggunaan tanah harus mampu mendo-
rong pemertaan pembangunan. Upaya terse-
but untuk mengatasi kondisi yang akan terjadi
pada era globalisasi, aspek ketergantungan
akan mewarnai kehidupan antar golongan
dalam masyarakat. Dalam kondisi semacam
ini persaingan dalam pemanfaatan tanah akan
semakin meningkat.

Seiring dengan meningkatnya segala
aktifitas pembangunan fisik yang dilakukan
oleh pemerintah, swasta maupun perorangan,
semakin banyak tanah yang dibutuhkan, disisi
lain tersedianya tanah untuk memenuhi kebu-
tuhan tersebut relatif tetap atau terbatas diban-
ding dengan pertumbuhan penduduk yang be-
gitu cepat, sehingga menuntut tersedianya
tanah untuk bermukim, tempat bekerja serta
sarana dan prasarana lainnya, yang ke semua-
nya membutuhkan tersedianya tanah untuk
pembangunan tersebut, akan tetap tanah yang
dibutuhkan dalam pembangunan Kkini pada
umumnya telat dimiliki dan dikuasai oleh ma-
syarakat, sehingga pada kenyataannya tidak
ada tanah yang sama sekali bebas dari pengua-

saan oleh masyarakat.

1. KAJIAN TEORI

Pasal 33 UUD 1945 sebagai keten-
tuan dasar “Hak Menguasai Oleh Negara”
mengatur mengenai dasar sistem perekono-
mian dan kegiatan perekonomian yang dike-
hendaki dalam negara indonesia, tetapi pa-
sal 33 bukan sebagai sesuatu yang berdiri
sendiri, namun berkaitan dengan kesejahte-
raan dan keadilan sosial. Berdasarkan pe-
mikiran tersebut, maka memahami pasal 33
UUD 1945 tidak terlepas dari dasar pemi-
kiran tentang kesejahteraan dan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat. Atas dasar itu,
tujuan hak menguasai oleh negara atas sum-
ber daya alam khususnya Tanah ialah keadi-
lan sosial dan sebesar-besarnya kemakmu-
ran rakyat. Tanah sebagai faktor produksi
yang utama dalam masyarakat Indonesia,
haruslah diletakan dibawah kekuasaan negara.
Tanah tidak boleh menjadi alat kekuasaan
negara. Tanah tidak boleh menjadi alat kekua-
saan perseorangan untuk menindas dan meme-
ras hidup orang lain.

Memahami pasal 33 UUD 1945 tidak
terlepas dari dasar pemikiran tentang kesejah-
teraan dan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia. Atas dasar itu, tujuan hak
menguasai oleh negara atas sumber daya

alam khususnya Tanah ialah keadilan so-
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sial dan sebesar-besarnya kemakmuran rak-
yat. Tanah sebagai faktor produksi yang utama
dalam masyarakat Indonesia, haruslah dile-
takan dibawah kekuasaan negara. Tanah ti-
dak boleh menjadi alat kekuasaan perseo-
rangan untuk menindas dan memeras hidup
orang lain.

Hak menguasai daripada Negara se-
suai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UUPA
melahirkan Hak Privat atau Perdata seba-
gaimana Pasal 16 UUPA, sedangkan hubu-
ngan Negara dengan tanah melahirkan kewe-
nangan Negara yang bersifat umum untuk
mengatur,

mengurus dan mengendalikan

hak-hak privat dari manusia atau badan
hukum tersebut, dan kajiannya tercakup da-
lam lingkup hukum publik. Penggunaan ta-
nah untuk kepentingan umum tidak meng-
haruskan tanah dimiliki oleh Negara. Menu-
rut Von Jhering, selain benda termasuk
tanah, yang benar-benar dipergunakan bagi
kepentingan Negara (bangunan untuk instan-
si) yang dapat dimiliki Negara, benda dilu-
ar itu tidak dapat dimiliki Negara. Jalan ja-
lan umum tidak dapat disebut milik Negara.
Jika merujuk kepada pembagian res public,
yang tidak diperuntukan bagi kepentingan

umum.

Pada
ataupun pengusaha/kalangan bisnis memer-

asasnya  apabila  penguasa
lukan tanah untuk keperluan apapun, maka
cara untuk memperoleh tanah yang diper-
lukan harus melalui jalan musyawarah anta-
ra pihak yang memerlukan tanah dengan
pemegang hak atas tanah hingga dicapai
suatu kata sepakat antara kedua belah
pihak.

Hak milik umum dapat diartikan se
bagai bagian hak milik bangsa Indonesia
yang kepunyaan, peruntukan dan penggu
nannya ditujukan kepada kepentingan bersa-
ma bangsa dan pengelolaannyan ditangan
Negara. Objek kepentingan umum terdiri
dari tanah-tanah yang diperuntukan bagi
kepentingan Badan Hukum umum dan ke-
pentingan umum. Terhadap hak milik untuk
kepentingan umum tidak dapat diadakan
perjanjian perbuatan hukum apapun ben-
tuknya (dijual,
kan).

Istilah

disewakan ataupun dialih-

Tanah
terkenal setelah diterbitkan Keputusan Pre-
siden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pe-

Pengadaan menjadi

ngadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pemba-
ngunan Untuk Kepentingan Umum. lIstilah
pengadaan tanah juga dipakai dalam Pera-

turan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan

217



YAYASAN AKRAB PEKANBARU
Jurnal AKRAB JUARA

Volume 5 Nomor 1 Edisi Februari 2020 (214-228)

65 Tahun
2006, serta dalam Undang-undang No. 2
Tahun 2012.

Istilah pengadaan tanah ini merupakan

Peraturan Presiden Nomor

pengganti dari istilah “pembebasan tanah”
yang dipakai dalam Peraturan Menteri Da-
lam Negeri mendapat tanggapan negatif
oleh masyarakat dan pegiat hukum pertana-
han (hukum agrarian) sehubungan dengan
banyaknya permasalahan yang ditimbulkan
dalam pelaksanaannya, sekaligus bermaksud
untuk menampung aspirasi berbagai kala-

ngan dalam masyarakat sebagai reaksi
terhadap dampak negatif dari pembebasan
tanah yang terjadi.

Pada penjelasan umum Undang-Un-
dang Republik Indonesia No 2 Tahun 2012
tentang Pengadaan Tanah Bagi  Pem-
bangunan Untuk Kepentingan Umum adalah
dalam rangka mewujudkan masyarakat yang
adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Repu-
blik Indonesia Tahun 1945, pemerintah per-
lu menyelenggarakan pembangunan.

I11. METODE PENELITIAN

Dikutip dalam buku Peter Mahmud,
“Penelitian hukum merupakan suatu proses
untuk dapat menemukan aturan hukum, prin-

sip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin

hukum agar dapat menjawab isu hukum yang
dihadapi”. Metode penelitian hukum merupa-
kan cara kerja para ilmuan yang ditandai
dengan menggunakan suatu metode. Secara
harfiah awalnya metode dijelaskan seba-gai
suatu jalan yang harus ditempuh selama pene-
litian itu berlangsung berdasarkan suatu renca-
na tertentu. Metode penelitian hukum adalah
suatu cara yang sistematis dalam membuat
sebuah penelitian. Soerjono Soekanto menje-
laskan bahwa “Penelitian hukum dapat diarti-
kan sebagai suatu kegiatan yang ilmiah, dan
didasarkan pada sebuah metode, sistematika
serta pemikiran tertentu, dengan maksud un-
tuk mempelajari satu atau beberapa gejala
hukum yang timbul, dengan cara mengana-
lisanya”.
IV.HASIL PENELITIAN
1. Alasan Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum

Tanah merupakan modal dasar pem-
bangunan, hampir tidak ada kegiatan pem-
bangunan yang tidak memerlukan tanah.
Oleh karena itu tanah memegang peranan
yang sangat penting, bahkan menentukan
berhasil tidaknya suatu pembangunan. Kegi-
atan pembangunan yang dilaksanakan disegala
bidang kehidupan terutama untuk kepentingan

umum selalu membutuhkan tanah sebagai
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wadah untuk diletakkannya pembangunan
tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 26

Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
menyebutkan bahwa “ruang wilayah
Negara  kesatuan  Republik  Indonesia

yang merupakannegara kepulauan berciri
nusantara, baik sebagai kesatuan wadah
yang meliputi ruang darat, ruang laut dan
ruang udara, termasuk ruang didalam bumi,
maupun sebagai sumber daya, perlu diting-
katkan upaya pengelolaannya secara bijaksa-
na, berdaya guna, dan berhasil guna dengan
berpedomanpada kaidah penataan ruangsehin
ggakualitas ruang wilayah nasional dapat
terjaga keberlanjutannya.

Menurut Budihardjo, penyusunan ren-
cana tata ruang harus dilandasi pemikiran
perspektif menuju keadaan pada masa de-
pan yang didambakan, bertitik tolak dari
data, informasi, ilmu pengetahuan dan tek-
nologi yang dapat dipakai, serta memperha-
tikan keragaman wawasan kegiatan tiap
sektor.

Dalam pengadaan tanah haruslah di-
lakukan pencabutan hak atas tanah, peratu-
ran pencabutan hak atas tanah yang dida-
sarkan pada ketentuan Pasal 18 UUPA ya-

ng berisikan: untuk kepentingan umum, ter-

masuk kepentingan negara, kepentingan ber-
sama, hak-hak atas tanah yang dicabut,
memberi ganti kerugian yang layak dan
menurut cara yang diatur dengan undang-
undang, hal ini yang menjadi salah satu
kepentingan dikeluarkannya Undang Undang
Nomor 20 Tahun 1961

tan Hak-Hak Tanah dan Benda Benda yang

tentang Pencabu-

Ada Diatasnya.

Berkaitan dengan ketentuan diatas,
maka politik hukum dalam pembentukan
undang-undang tersebut adalah untuk melak-
sanakan ketentuan Pasal 18 UUPA, yakni
pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-
benda yang ada diatasnya dalam rangka

melaksanakan  usaha-usaha pembangunan
Negara. Selain itu merujuk pada Pasal 1
UU No, 20 Tahun 1961 menjadi penjelas
akan tujuan dari pembentukannya yang anta-
ra lain untuk kepentingan umum, termasuk
kepentingan bangsa dan negara serta kepen-
tingan rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang  Nomor
20 Tahun 1961 pada prinsipnya menganut
asasnya jika diperlukan dan/atau benda
lainnya kepunyaan orang lain dapat dipero-
leh dengan landasan adanya persetujuan
dari yang punya tanah tersebut, contohnya

jual beli, tukar menukar dan lain sebagai-
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nya. Pada praktiknya tidak semua berjalan
dengan mulus atau tanpa konflik, melain-
kan ada konflik ketika pengadaan tanah
untuk pembangunan bagi kepentingan umum,
misalnya ketentuan harga yang tidak disepa-
kati, teknik pembayaran yang tidak trans-
paran, status tanah dan lain sebagainya.

Dalam setiap kegiatan pembangunan
pasti memerlukan tanah sebagai wadahnya.
Pembangunan tersebut tidak akan menemui
masalah apabila persediaan tanah masih
luas. Namun, yang menjadi permasalahan
adalah Tanah yang merupakan sumber daya
alam bersifat terbatas, dan tidak bisa ber-
tambah luas secara sendirinya dan tanah
negara sudah sangat terbatas persediaannya.
Peningkatan penggunaan tanah untuk keper-
luan berbagai macam pembangunan semakin
meningkat, sedangkan menurut Sudaryo Soi-
min dalam bukunya yang berjudul Status
Hak dan Pembebasan Tanah mengatakan
bahwa, “Tanah negara yang tersedia untuk
memenuhi kebutuhan tersebut sudah sangat
terbatas sekali atau tidak ada lagi.

Dalam kegiatan pembangunan terdapat
2 (dua)

dilakukan vyaitu kegiatan pengadaan tanah

kegiatan penting yang harus

dan kegiatan proyek pembangunan itu sen-
diri. Pengadaan tanah adalah kegiatan menye-

diakan tanah dengan cara memberi ganti keru-
gian yang
yang berhak sebagaimana pada Pasal 1 Ayat 2
2 Tahun 2012

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangu-

layak dan adil kepada pihak

Undang-Undang  Nomor

nan Untuk Kepentingan Umum. Perlu diper-
tegas bahwa kegiatan pengadaan tanah da-
lam hal ini sifatnya khusus, artinya khusus
ditunjukan kepada kepentingan umum. Dalam
Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2012 sudah dijelaskan bahwa kepenti-
ngan umum adalah kepentingan bangsa,
negara, dan masyarakat yang harus diwujud-
kan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran raykat.
Peningkatan penggunaan tanah untuk
keperluan berbagai macam pembangunan se-
makin meningkat, sedangkan menurut Sudar-
yo Soimin dalam bukunya yang berjudul Sta-
tus Hak dan Pembebasan Tanah mengatakan
bahwa, “Tanah negara yang tersedia untuk
memenuhi kebutuhan tersebut sudah sangat
terbatas sekali atau tidak ada lagi.
Pembangunan merupakan sarangkaian
usaha yang meliputi seluruh kehidupan

masyarakat, bangsa, dan negara untuk
mewujudkan tujuan pembangunan tersebut.

Hal itu sesuai dengan Pembukaan UUD

220



YAYASAN AKRAB PEKANBARU
Jurnal AKRAB JUARA

Volume 5 Nomor 1 Edisi Februari 2020 (214-228)

1945 yaitu melindungi segenap bangsa, dan
seluruh tumpah darah Indonesia.

Selain itu juga mewujudkan kesejah-
teraan mencerdaskan

umum, kehidupan

bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban
yang
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

dunia berdasarkan  kemerdekaan,

Prinsip dasar pembangunan ini untuk
mencapai kesejahteraan sosial, menurut Fried-
lander, kesejahteraan sosial merupakan sis-
tem yang terorganisir dari pelayanan-pela-
yanan dan lembaga-lembaga sosial, yang

dimaksudkan untuk membantu individu

individu dan  kelompok-kelompok agar
mencapai tinggat hidup dan kesehatan yang
memuaskan,dan hubungan personal sosial
yang memberi kesempatan kepada mereka
untuk mengembangkan seluruh kemampuan-
nya dan untuk meningkatkan kesejahteraan-
nya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kelu-
arga dan masyarakatnya.

Lebih

Segal dan Brzuzy yang menyatakan kese-

lanjut kesejahteraan menurut
jahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari
suatu maysrakat. Kesejahteraan sosial meli-
puti kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagi-
aan dan kualitas hidup rakyat.

sosial diatas

Definisi  kesejahteraan

merupakan kesejahteraan sebagai suatu ke-

adaan, pembangunan ini dilihat dari sudut
pandang masyarakat yang tidak memiliki
tanah disekitaran pembangunan tersebut ten-
tu mendapat sebuah kesejahteraan dalam
arti mereka bisa menikmati hasil yang di-
buat/dibangun oleh pemerintah setempat.
Namun disisi lain jika dilihat dari
sudut pandang warga yang tinggal didae-
rah bantaran kali ciliwung tersebut, teruta-
ma yang memiliki sertifikat hak milik, ten-
tunya kesejahteraan belum sepenuhnya bisa
mereka  rasakan,

karena yang terjadi

dilapangan sering kali adanya penggusu-
ran paksa dan memberikan ganti kerugian
yang hanya diperhitungkan dari sisi tanah
dan tanamannya saja tanpa menghitung sisi
non materialnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan ini
turut melibatkan segala aspek kehidupan
bangsa, ekonomi,

seperti aspek politik,

sosial budaya, dan pertahanan keamanan
secara berencana, menyeluruh, terarah, ter-
padu, bertahap dan berkelanjutan. Tujuan-
nya untuk memacu peningkatan kemampuan
nasional dalam rangka untuk mewujud-
kan kehidupan yang sejajar dan sederajat
dengan bangsa lain yang lebih maju.

Pada tahun 2012 Presiden Dr. H.

Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan
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2 Tahun 2012
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangu-

Undang-Undang Nomor

nan untuk Kepentingan Umum mulai ber-
laku dan di undangkan oleh Amir Syamsu-
din, Menkumham RI dalam Lembaran Ne-
gara Republik Indonesia Tahun 2012 No-
mor 22 dan Penjelasan atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2012 ke dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 5280 pada tanggal 14 Januari 2012 di
Jakarta.

Alasan  dibuatnya  Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2012 adalah guna mewu-
judkan masyarakat yang adil, makmur, dan
sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dalam hal pelaksanaan pemba-
ngunan. Pembangunan untuk kepentingan
umum diperlukan tanah yang pengadaannya
dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip
kemanusiaan, demokratis dan adil.

Dalam pasal 2 UU Nomor 2 Tahun
2012 tentang pengadaan tanah berbunyi,
bahwa “Pengadaan Tanah untuk kepenti-
ngan umum dilaksanakan berdasarkan asas
dan tujuan vyaitu berprinsip kemanusiaan,
keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbu-
kaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahtera-

an, keberlanjutan dan keselarasan.

Dan juga pada pasal 3 UU Nomor 2
Tahun 2012, dinyatakan bahwa: “pengadaan
tanah untuk kepentingan umum bertujuan
menyediakan tanah bagi pelaksanaan pemba-
ngunan guna meningkatkan kesejahteraan
dan kemakmuran bangsa, negara dan ma-
syarakat dengan tetap terjamin kepentingan
hukum pihak yang berhak”.

Berdasarkan uraian diatas menurut
penulis alasan dibuatnya Undang-Undang pe-
ngadaan tanah ini dalam prakteknya masih
belum sesuai dengan prinsip dasar dibuat-
nya Undang-Undang ini yaitu untuk mewu-
judkan masyarakat yang adil, makmur dan
sejahtera karena yang merasakan kesejahte-

yang
kesejah-

raan tersebut hanya masyarakat

menikmati pembangunan tersebut,
teraan masih belum sepenuhnya terasa ba-
gi pemilik hak atas tanah yang tinggal di
daerah tempat pembangunan tersebut.

2. Perlingdungan terhadap pemilik hak atas
tanah akibat pembangunan untuk
kepentingan umum.

Pada dasarnya hukum dibuat untuk
memberi kenyamanan, ketentraman, kesela-
matan dan perlindungan bagi setiap warga
negara, termasuk untuk memberi rambu-
rambu atau batasan baik perbuatan atau
tindakan

sebagai warga negara maupun

sebagai penyelenggara pemerintahan. Untuk
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itu hukum yang dibuat harus berisi nilai-
nilai mulia seperti nilai ketuhanan, etika,
moral, sopan santun, dan lain sebagainya,
agar tujuan diatas itu benar-benar memberi
pelayanan terbaiknya bagi semua lapisan
masyarakat.

Dalam mencapai tujuan sebagaimana
diatas, setiap produk peraturan perundang-
undangan yang dibentuk harus memenuhi
syarat-syarat tertentu yang menjadi ukuran
umum dan khusus dari setiap pembangunan
hukum atau peraturan perundang-undangan.

Ukuran umum pada dasarnya dapat
melihat berbagai pandangan, pendapat ahli

yang
ukuran

termasuk konsep-konsep hukum

berlaku secara umum. Adapun
khusus dapat dilihat mengenai bagaimana
dan tentang apa peraturan yang akan di-
bentuk. Karena masing-masing peraturan pe-
rundang-undangan yang dibentuk memiliki
karakter dan ruanglingkup yang berbeda
antara yang satu dengan yang lainnya.
Menurut M. Solly Lubis suatu peraturan
perundang-undangan yang baik sekarang
kurangnya harus memiliki tiga landasan,
yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis,
dan landasan yuridis. Meskipun demikian,
ada yang menambahkan dengan landasan

teknik perancangan dan landasan politis.

Hukum itu melindungi kepentingan
seseorang dengan cara mengalokasikan sua-
tu kekuasaaan kepadanya untuk bertindak
dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalo-
kasian  kekuasaan itu dilakukan secara
terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan
kedalamannya. Kekuasaan yang demikian
itulah yang disebut sebagai hak. Ciri-ciri
yang melekat pada hak menurut hukum
seperti yang dikemukakan oleh Fitzgerald
dalam Satjipto Rahardjo vyaitu hak itu
diletakkan kepada seseorang yang disebut
sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. la
juga disebut sebagai orang yang memiliki
identitas atas barang yang menjadi sasaran
dari hak. Hak itu tertuju kepada orang lain,
yaitu yang menjadi pemegang kewajiban.
Antara hak dan kewajibanterdapat hubungan
korelatid. Hak yang ada pada seseorang ini
mewajibkan pihak lain untuk melakukan
(commission) atau tidak melakukan (omission)
suatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi
dari hak. Commision atau omission menyang-
kut sesuatu yang bisa disebut sebagai obyek
dari  hak.

mempunyai

Setiap hak menurut hukum

titel, yaitu suatu peristiwa
tertentu yang menjadi alasan melekatnya

hak itu pada pemiliknya.
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Implikasi hukum dari tanggung jawab
negara dalam upaya mewujudkan perlindu-
ngan hukum bagi masyarakat bahwa pada
dasarnya segala bentuk perbuatan dari Peme-
rintah harus sesuai dengan peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku. Apalagi secara
konstitusional bahwa Indonesia merupakan
negara
dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1946 yang

mengatakan: Indonesia adalah negara hukum

hukum sebagaimana yang diatur

sehingga hukum merupakan panglima terti-
nggi yang mengatur segala bentuk perbuatan
warga negara.

Dalam hukum positif, perlindungan
hukum terhadap pemegang hak atas tanah
berangkat dari konsep dasar teori perlindu-
ngan yang diatur dalam UUD 1946 vyaitu
teori perlindungan hukum menurut Pembu-
kaan UUD NKRI Tahun 1945 alinea ke-4
menyatakan: bahwa melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indo-
nesia.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat
dikatakan bahwa yang menjadi permasala-
han tanah saat ini tidak hanya masalah ba-
gaimana si miskin memperoleh tanah, namun
yang menjadi masalah ialah bagaimana pemi-
lik tanah dapat mempertahankan hak milik-

nya (hak atas tanah tersebut), pada saat ini

persoalan tanah telah berubah sifatnya, yang
terlibat dalam persoalan tanah bukan lagi
pemilik tanah desa melawan buruh tani,
tetapi antara pemilik modal besar melawan
pemilik tanah setempat, baik yang ada
didesa maupun dikota, dan anatar Pemerintah
dan pemilik tanah. Dalam kondisi seperti itu
kehadiran negara wajib, apalagi mengingat
teori pelindungan yang terdapat dalam
Pembukaan UUD 1945,

Perlindungan hukum menjadi kebutu-
han bagi masyarakat, agar segala bentuk
hak yang melekat pada masyarakat itu da-
pat digunakan secara baik, meskipun pada
sisi yang lain masyarakat juga memiliki ke-
wajiban yang harus dilaksanakan juga. Kon-
sep perlindungan hukum terkait dengan pe-
ngadaan hak atas tanah tidak hanya bagai-
mana pemberian ganti kerugian bagi pihak
yang berhak berjalan dengan baik.

Namun lebih jauh dari konsep perlin-
dungan hukum itu harus terlebih dahulu
diawali bukti kepemilikan hak bagi warga
negara atas tanah yang merasa dihaki. De-
ngan demikian, pemerintah sebelum melaku-
kan pengadaan hak atas tanah seharusnya
memperjelas status tanah terkait atas haknya,
sehingga pemberian ganti kerugian tidak

dapat dipermainkan, termasuk bagi warga
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yang tidak memiliki alas hak itu disamakan
dengan warga yang sudah memiliki alas hak
ketika pengadaan tanah itu dilaksanakan,
barangkali dengan perke-cualian dalam hal
pemberian ganti kerugian-nya.

yang
ketentuan Pasal 28) ayat (1) UUD 1945

menyatakan:

Pada sisi lain, berdasarkan
Setiap orang wajib menghor
mati hak asasi manusia orang lain dalam
tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan
bernegara. Negara patut melindungi peme-
gang sertifikat hak atas tanah karena ada-
nya itikad baik pemegangnya dan adanya ke-
putusan negara menerbitkan sertifikat seba-
gai bukti hak atas tanah yang tidak patut
dibatalkan negara tanpa pemeberian ganti
kerugian yang layak, untuk itu perlu adanya
aturan hukum administrasi negara dan
pelaksanaannya yang sah, benar dan tepat
sehingga perlindunganhukum patut diberi-
kan kepada pemegang sertifikat hak atas
tanah.

Terwujudnya kepastian hukum dalam
pendaftaran tanah tidak lepas dari faktor
kekurangan dalam substansi aturan pertana-
han, disharmonisasi peraturan yang ada.
Secara normatif kepastian hukum memerlu-

kan tersedianya perangkat aturan perun-

dang-undangan secara operasional

yang
mampu mendukung pelaksanaanya.

Upaya pemerintah untuk memberikan
suatu bentuk jaminan akan adanya kepas-
tian hukum dan perlindungan hukum atas
kepemilikan tanah bagi seseorang ialah de-
ngan dilakukannya suatu pendaftaran hak
atas tanah sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 19 ayat 1 UUPA yang menentukan:
Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pe-
merintah diadakan pendaftaran tanah di
selurun wilayah Republik Indonesia menu-
rut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Rumusan tersebut memberi pemaha-
man bahwa Pemerintah yang seharusnya
lebih pro aktif dalam mewujudkan adanya
kepastian hukum bagi pemegang hak
atas tanah melalui kegiatan pendaftaran hak
19 Ayat 1

tindaklanjuti  dan

atas tanah. Rumusan Pasal
UUPA selanjutnya di
diatur lebih rinci melalui PP No. 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Sebagai

negara hukum, berkepenti-

ngan  mengatur  perlindungan  hukum

terhadap pemegang hak atas tanah yang
bermanfaat  dan

berkepastian ~ hukum,

berkeadilan dengan cara merespon

kebutuhan serta keinginan pemegang hak
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atas tanah dalam kehidupan masyarakat

secara transparan, tanpa tipu daya, inti-
midasi atau diskriminasi, dimana semua o-
rang ialah sama dihadapan hukum dan atas
pelindungan hukum yang sama tanpa
diskriminasi apapun.

Perlindungan hukum vyang diberikan
kepada warga negara terkait pertanahan
merupakan perlindungan legal formal. Poli-
tik hukum UU No. 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum merupakan arah kebija-
kan yang dibuat oleh pembentuk undang-un-
dang dalam rangka menjembatani kebutuhan
tanah untuk pembangunan kepentingan u-
mum, kepentingan inverstor, dan perlindu-
ngan terhadap hak-hak masyarakat pemegang
hak atas tanah dan instansi yang membu-
tuhkan tanah guna menciptakan kepastian
huku, penghormatan terdahap hak-hak ma-
syarakat, dan terselenggaranya pembangunan
untuk kepentingan umum berusaha diwujud-
kan dalam rumusan substansi penting seperti
definisi  kepentingan umum dan ganti
kerugian.

Adapun mengenai Ganti kerugian atas
dasar musyawarah ini dilakukan dengan
cara pelepasan atau penyerahan hak atas

tanah sedangkan definisi pelepasan hak

adalah kegiatan melepaskan hubungan hu-
kum antara pemegang hak atas tanah de-
ngan tanah yang dikuasainya, dengan mem-
berikan ganti kerugian atas dasar musya-
warah (Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun
2007).

Dari apa yang dikemukakan di atas
bahwa kepentingan umum bertujuan untuk
memberikan kesejahteraan yang lebih pada
masyarakat banyak dan tidak bermaksud
untuk orientasi keuntungan ekonomis bela-
ka. Dengan kata lain kepentingan umum se-
cara lebih luas adalah kepentingan bangsa
dan Negara yang termasuk di dalamnya
kepentingan pribadi maupun golongan. Se-
lanjutnya dalam Pasal 3 UU nomor 2 Ta-
hun 2012 menyatakan bahwa tujuan dari
pengadaan/pembebasan tanah untuk kepen-
tingan umum adalah untuk menyediakan ta-
nah bagi pelaksanaan pembangunan guna
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmu-
ran bangsa, negara, dan masyarakat dengan
tetap menjamin kepentingan hukum pihak
yang berhak.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil peneltian di atas dapat
dibuatkan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Alasan hukum pengadaan tanah bagi pem-

bangunan untuk kepentingan umum ada-
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lah  pembangunan guna mewujudkan

masyarakat yang adil, makmur, dan
sejahtera berdasarkan Pancasila dan Un-
dang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang lebih me-

ngedepankan prinsip kemanusiaan, demo-

kratis, adil, manfaat dan kepastian
hukum.
. Dalam rangka Pengadaan Hak Atas

Tanah Untuk Kepentingan Umum keha-
diran Undang-undang no. 2 Tahun 2012
memang memiliki kekuatan hukum yang
mengikat. Namun secara pelaksanaannya
masih terdapat kelemahan kelemahan yaitu
terlalu luasnya arti kepentingan umum,
bentuk dan dasar perhitungan ganti
kerugian kepada pemilik hak atas tanah,
dan mekanisme Pengadaan Tanah yang
dilakukan oleh Pemerintah, dregulasi yang
mengatur perlindungan hukum terhadap
hak atas tanah dalam pengadaan tanah
untuk kepentingan umum belum menjamin
pemegang hak atas tanah memperoleh ke-
hidupan yang lebih baik dibandingkan se-
belumnya. Hal itu disebabkan karena da-
sar perhitungan ganti rugi hanya mem-
perhitungkan kerugian yang bersifat fisik
saja Yyaitu: tanah, bangunan dan tanaman

yang berada diatasnya. Kerugian non fisik

yang terkait dengan sosiologis, psikologis

yang dialami pemilik hak atas tanah

tidak diperhitungkan dan diatur dalam

peraturan perundang-undangan
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